
 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR 32 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 96 TAHUN 2020 TENTANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Kesehatan 

Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021 tentang Petunjuk 

Teknis Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Vaksinasi 

Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang 

Bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil            

TA 2021, Surat dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah 

Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/2757/Keuda              

tanggal 19 April 2021 perihal Hasil Pemetaan (Mapping) dan 

Pemutakhiran terkait Keputusan Menteri Kesehatan          

Nomor HK.01.07/Menkes/4241/2021, Surat dari Direktur 

Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri 

Nomor 906/3017/Keuda tanggal 28 April 2021 perihal 

Inventarisasi dan Pemetaan (Mapping) Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah terkait DAK Non Fisik Bidang Kesehatan dan DAK Non 

Fisik Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan 

Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional 

Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan TA 2021, Surat 

dari Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur                    

Nomor 903/307.14/101.1/2021 tanggal 15 Januari 2021 

perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan 

Khusus kepada Kabupaten/ Kota pada APBD Provinsi Jawa 

Timur Tahun Anggaran 2021, Surat Sekretaris Daerah 

Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/7276/102.1/2021             

tanggal 4 Mei 2021 perihal Refocusing Alokasi Belanja 

Bantuan Keuangan Khusus kepada Kabupaten/Kota pada 

APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021, Surat 

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Nomor 

976/3501/438.1.2.1/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal 

Penyesuaian Penggunaan DBHCHT TA 2021, Surat Sekretaris 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 903/24.943/201.2/2020 



2 
 

 

tanggal 31 Desember 2020 perihal Pagu Anggaran Definitif 

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Kabupaten/Kota 

pada APBD Provinsi Jawa TimurTahun Anggaran 2021, Surat 

dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 900/478/ 438.5.11/2021 tanggal 

7 April 2021 perihal Permohonan Usulan Rincian Uraian 

Kegiatan Pengelolaan Sampah, Surat dari Kepala Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidoarjo Nomor 

910/348/438.6.5/2021 tanggal 18 Mei 2021 perihal 

Pergeseran Anggaran, Surat dari Kepala Dinas Perumahan, 

Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 900/250/438.5.4/2021 tanggal 17 Mei 2021 perihal 

Permohonan Perubahan Nama Pekerjaan pada DPA-SKPD 

Tahun Anggaran 2021, Surat dari Inspektur Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 910/1007/438.4/2021 tanggal 20 Mei 2021 

perihal Usulan Pergeseran Anggaran Tahun 2021, Surat dari 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Nomor 460/1517/ 

438.5.6/2021 tanggal 20 Mei 2021 perihal Usulan Perubahan 

Anggaran Bantuan Sosial Tunai menjadi Bantuan Sosial 

Beras, Surat dari Camat Krembung Kabupaten Sidoarjo Nomor 

900/154/438.7.15/2021 tanggal 25 Mei 2021 perihal 

Permohonan Pergeseran Rincian Anggaran Tahun 2021, perlu 

dilakukan perubahan atas penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; 

 b.  bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun Anggaran 

2021 butir I. E. Hal Khusus Lainnya Nomor 35, Program dan 

kegiatan yang dibiayai dari dana transfer yang sudah jelas 

peruntukannya, Dana Darurat yang diterima daerah pada 

tahap pasca bencana, bantuan keuangan yang bersifat khusus 

yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan, 

dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan APBD dengan cara  menetapkan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, untuk 

selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang 

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, atau ditampung 

dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 

perubahan APBD Tahun Anggaran 2021; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati 

Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;   

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 

Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004  Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia   Nomor 4355); 

5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009  Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik  Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah 

diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000          

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah     

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara            

Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4738); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012  

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 5272); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017                 

Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018  

Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6279); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 

Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6323); 

25. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199); 

26. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri      

Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 525); 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 1425); 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120          

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi 

Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 

Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); 
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34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 
Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo      

Nomor 14); 
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 15); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2010 

tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2010 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 16); 
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2010 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 18); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 2 Seri C); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2011 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 18); 
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2011 

tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2011 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 19); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 
Tahun 2011 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 20), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8           

Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo             
Tahun 2018 Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Nomor 89); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 4 Seri B, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 
Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 22); 
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 16 Tahun 2011 

tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 27); 
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47. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri C); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012 

tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan 

Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 5 Seri C, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 33); 

49. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 6 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 34); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 7 Seri C, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 35); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2012 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 8 Seri C); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 9 Seri C, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 36); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2012 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo 

pada Perusahaan Daerah Air Minum “Delta Tirta” Sidoarjo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 1 

Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 38); 

54. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2014 

tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo          

Tahun 2014 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 49); 

55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6            

Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo           

Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);  

56. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 78); 

57. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo                 

Tahun 2017 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 82);  
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58. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Retribusi 

Pengolahan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 87); 

59. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Pemeriksaan dan Penyelenggaraan Rumah 

Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo                 

Tahun 2018 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Nomor 90); 

60. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 1 Seri B, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 101); 

61. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 

Nomor 2 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Nomor 102); 

62. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi 

Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 3 Seri B, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 103); 

63. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Sidoarjo 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 4 

Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Nomor 106); 

64. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                   

Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2021 Nomor 1 Seri A); 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 96 TAHUN 2020 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 

Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021  (Berita Daerah Kabupaten 

Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2021 (Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 10), diubah sebagai 

berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Pasal 3 
Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 
direncanakan sebesar Rp.4.227.702.473.319,00 (empat 
triliun dua ratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratus dua juta 
empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas 
rupiah), yang bersumber dari: 
a. pendapatan asli daerah; 
b. pendapatan transfer; 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 
2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai 

berikut : 
Pasal 5 

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar 
Rp.2.445.473.187.500,00 (dua triliun empat ratus empat 
puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta 
seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 
yang terdiri atas: 
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; 
b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar 
Rp.1.977.714.472.000,00 (satu triliun sembilan ratus 
tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus empat belas juta 
empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). 

(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar 
Rp.467.758.715.500,00 (empat ratus enam puluh tujuh 
miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus 
lima belas ribu lima ratus rupiah). 

 
3.  Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut : 
Pasal 7 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2021 
direncanakan sebesar Rp.5.346.202.473.319,00 (lima triliun 
tiga ratus empat puluh enam miliar dua ratus dua juta 
empat ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus sembilan belas 
rupiah), yang terdiri atas: 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

 
4.  Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai 

berikut : 
Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 7  huruf a, direncanakan sebesar 
Rp.3.587.126.954.661,00 (tiga triliun lima ratus delapan 
puluh tujuh miliar seratus dua puluh enam juta sembilan 
ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh satu 
rupiah), yang terdiri atas: 
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a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja bunga; 

d. belanja subsidi; 

e. belanja hibah; dan 

f. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.628.030.697.275,00 

(satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar tiga 

puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu dua 

ratus tujuh puluh lima rupiah). 

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar 

Rp.1.655.339.819.269,00 (satu triliun enam ratus lima 

puluh lima miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta 

delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus enam puluh 

sembilan rupiah). 

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah). 

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf d, direncanakan sebesar Rp.2.520.000.000,00 (dua 

miliar lima ratus dua puluh juta rupiah). 

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

huruf e, direncanakan sebesar Rp.156.290.093.117,00 

(seratus lima puluh enam miliar dua ratus sembilan 

puluh juta sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh belas 

rupiah). 

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada            

ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar 

Rp.144.946.345.000,00 (seratus empat puluh empat 

miliar sembilan ratus empat puluh enam juta tiga ratus 

empat puluh lima ribu rupiah). 

 

5.  Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf b, direncanakan sebesar 

Rp.1.119.247.603.462,00 (satu triliun seratus sembilan 

belas miliar dua ratus empat puluh tujuh juta enam 

ratus tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), 

yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan 

e. belanja modal aset tetap lainnya. 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada              

ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar 

Rp.79.000.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar 

rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar 

Rp.210.782.020.131,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh 

ratus delapan puluh dua juta dua puluh ribu seratus tiga 

puluh satu rupiah). 
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(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar 

Rp.449.818.192.187,00 (empat ratus empat puluh 
sembilan miliar delapan ratus delapan belas juta seratus 
sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh tujuh 

rupiah). 
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar 
Rp.376.448.792.394,00 (tiga ratus tujuh puluh enam 
miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus 

sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh 
empat rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar 
Rp.3.198.598.750,00 (tiga miliar seratus sembilan puluh 

delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu 
tujuh ratus lima puluh rupiah). 
 

6.  Lampiran I, II, dan IV diubah dan harus dibaca sebagaimana 
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo. 

 

 
Ditetapkan di Sidoarjo 

pada tanggal 7 Juni 2021  
 

       BUPATI SIDOARJO, 

 
                ttd 

          
      AHMAD MUHDLOR 

021 NOMOR 1 

 
Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal 7 Juni 2021 

  
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SIDOARJO, 
  
 ttd 

  
  

ACHMAD ZAINI 
  
  

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 33 
 
 

 
NOREG PERBUP :  32 Tahun  2021N  


